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Penelitian ini mengkaji persoalan respond pemerintah 
daerah khususnya terkait sikap pemerintah dalam dimensi 
Sound Governance terhadap Non Government Organization 
(NGO) yang sangat aktif melakukan pemberdayaan masyarakat 
pesisir. Kegiatan pemberdayan tersebut dilakukan di 
Kabupaten Bintan Kepulauan Riau (Kepri). Setting penelitian 
ini di lokasi Kampung Wisata Panglong di Desa Berakit 
Kabupaten Bintan. Penelitian ini menerapkan jenis penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui 
informan kunci yang ditentukan secara bertujuan (purposive).  
NGO yang dimaksud adalah The Island Foundation 
(TIF) yang telah mengembangkan beberapa kegiatan dalam 
pemberdayaan. Diantaranya adalah Education and Literacy 
Program, Village and Development Program, dan Health and 
Nutrition. Atas keaktifan NGO ini tentu memnimbulkan tanda 
tanya dimana peran pemerintah daerah. Oleh karena itu, 
melalui kajian ini akan dilakukan pengamatan bagaimana 
pemerintah bersikap apakah berkolaborasi dalam kemitraan 
atau kontraproduktif terhadap potensi peran serta NGO TIF ini. 
Dari hasil penelitian diketahui bahwa dimensi sound 
governance yang berperan optimal adalah dimensi organisasi 
dan institusi, dimensi sector dan dimensi kekuatan 
internasional. Hambatan dalam kemitraan ini antara lain, 
peluang ini belum dipahami oleh pemerintah daerah baik di 
level Kab, Bintan maupun Pemerintah Desa Berakit. Dengan 
kata lain, kemitraan positif antara pemerintah  dengan TIF 
belum terjalin dengan seimbang. Kehadiran TIF sejauh ini lebih 
terlihat sebagai kesempatan mengalihkan peran, daripada 
sebagai mitra pembangunan.  
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1. PENDAHULUAN Sesungguhnya sudah banyak kajian 
yang telah dilakukan berkaitan dengan fokus 
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governance dan kemitraan kelembagaan 
pemerintah. Diantaranya adalah: 1) Pratikno 
pada tahun 2007 pernah mengkaji model 
kerjasama antar daerah dengan fokus 
penelitian ada “kerjasama antar Provinsi Dati 
I jawa Timur dengan Provinsi Dati I Sulawesi 
Tengah dan Selatan dalam pelaksaan 
Transmigrasi. Temuannya adalah bahwa 
format kelembagan keempat lembaga yang 
diteliti mengadopsi bentuk “action network” 
yaitu forum koordinasi, monitoring dan 
evaluasi. 2) Tjahjanulin Domai tahun 2009 
juga pernah melakukan kajian tantang 
“imlementasi kerjasama antar daerah dalam 
pemanfaatan sumberdaya daerah (studi 
kerjasma antar daerah dalam persektif sound 
governanace)”. Fokus penelitian Domai 
diantaranya proses pemebentukan lembaga 
yang menangani kerjasama, imlementasi, dan 
pola kerjasama. Temuannya adalah keutusan 
bersama dari Bupati Bantul, Sleman, dan 
Walikota Yogya tentang embentukan 
sekretariat bersama “Kartamantul”, 
kewenangannya dalam imlementasi diseakati 
bersama dan dipilih pola kerjasama dalam 
pemanfaatan sumberdaya daerah. 
Berbeda dengan dua kajian diatas, 
kajian ini menggunakan persektif sound 
governance dalam melihat model kemitraan 
antara daerah dengan civil society yang 
merupakan aktor internasional berbentuk 
sebuah NGO. Kajian ini fokus pada 
pengamatan tentang proses masuknya NGO 
asal Singpura dalam pemberdayaan 
Masyarakat pesisir, dan tentang sikap 
pemerintah atas keterlibatan itu serta 
memetakan bagaimana model kemitraan yang 
dijalin. Karena Singapura adalah negara yang 
langsung berbatasan laut dengan lokus 
penelitian, maka isu perbatasan dan maritim 
juga hadir dalam kajian ini. 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menerapkan jenis 
penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Data diperoleh melalui informan 
kunci (keyperson) yang ditentukan secara 
bertujuan (purposive). Ada pun yang 
ditetapkan atau dapat ditentukan sebagai 
keyperson adalah agen pelaksana dari The 
Island Foundation, Pemerintah Desa, para 
pengurus Kelompok Usaha Bersama (KUBE), 
dan para pelajar yang ikutr berpartisipasi, 
serta beberapa tokoh masyarakat, yang 
ditentukan secara snow ball. Disamping itu, 
studi dokumentasi dan observasi juga 
digunakan untuk menjaring data yang relevan. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Penelitian 
Pemikiran tentang governance 
memberikan penekanan kepada tiga elemen 
interlock (State-Civil Society-Private Sector) 
untuk bersinergi optimal dalam tatakelola 
negara dan masyarakat. Akan tetapi, 
sebagaimana dikatakan Farazman, bahwa 
“adalah keliru ketika tiga serangkai itu 
mengabaikan sebuah kekuatan maha penting 
dalam inetraksi dunia saat ini yakni struktur 
P a g e  | 3 
 
 
kekuatan internasional dan globalisasi 
kekuatan negara dan elit korporasi trans-
dunia”. Sesungguhnya negara tidak boleh 
terlalu memandang bahwa kekuatan global 
begitu murni tanpa kepentingan dan misi 
hegemoni, terutama bagi negara-negara 
berkembang dan kurang maju. Pemikiran 
Farazman di atas tidak sertamerta bermakna 
bahwa Negara-negara dunia ketiga harus 
bersikap penuh kecurigaan dalam interaksi 
global, akan tetapi menegaskan akan perlunya 
kewaspadaan yang wajar. Sejatinya inilah 
maksud yang termuat dalam gagasan sound 
governance bahwa gagasan ini lebih 
komprehensif karena mencakup sampai 
kepada elemen global atau internasional yang 
penting. 
Interaksi global tidak selalu hadir 
dengan wajah pertarungan hegemoni ataupun 
kompetisi kepentingan ekonomi, akan tetapi 
tidak sedikit pula yang muncul dengan wajah 
“philantropi”. Hal ini dibuktikan oleh begitu 
banyaknya aktivitas pembangunan dan 
pemberdayaan di berbagai bidang kehidupan 
di sebuah Negara (terutama Negara-negara 
dunia ketiga) termasuk Indonesia tidak lepas 
dari kontribusi dari berbagai organisasi amal 
internasional (International Charitable 
Organization) yang berstatus non pemerintah 
(Non Government Organization) dari lintas 
Negara. 
Kabupaten Bintan Kepulauan Riau 
termasuk wilayah yang sangat potensial –dari 
sisi kedekatan geografis- untuk lebih mudah 
berinteraksi dengan negara lain karena 
posisinya sangat dekat dengan negara-negara 
tetangga terutama Singapura dan Malaysia. Di 
samping faktor kedekatan geografis, 
keterpautan budaya dan daya tarik 
lingkungan, membuat wilayah ini menjadi 
lokus misi sosial dari aktor internasional 
seperti NGO yang ingin berpartisipasi dalam 
pembangunan manusia di Kepulauan Riau 
termasuk Kabupaten Bintan. Sebuah NGO 
internasional yang bernama The Island 
Foundation (TIF) telah berkiprah di wilayah 
kabupaten bintan ini sejak tahun 2010. NGO 
ini didirikan dan berbasis di Singapura sejak 
tahun 2010. Organisasi ini telah membentuk 
sebuah yayasan lokal dengan nama “Yayasan 
Peduli Kepulauan Riau” sebagai unit yang 
menangani secara teknis berbagai project 
sosial nya di Kepulauan Riau khususnya di 
Kabupaten Bintan. Dedikasi yang hingga saat 
ini sudah dilakukan oleh TIF masih berpusat 
pada kawasan desa dan perkampungan pesisir 
Pulau Bintan khusus nya kabupaten Bintan.  
Proses riset yang telah dilakukan 
mencoba menelusuri tiga dimensi pengamatan 
sesuai dengan tujuan penelitian yakni meliputi 
Pertama, bagaimana proses masuknya aktor 
internasional (The Island Foundation) ke 
Kabupaten Bintan ? Kedua, Bagaimana sikap 
Pemerintah daerah Kabupaten Bintan 
terhadap keterlibatan The Island Fondation 
dalam pemberdayaan masyarakat? Ketiga, 
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bagaimana model kemitraan antara 
Pemerintah Daerah dengan The Island 
Fondation? 
3.2 Pembahasan 
3.2.1. Proram Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir oleh TIF 
The Island Foundation (TIF) adalah 
yayasan yang didirikan di Singapura dan 
telah menjadi Organisasi Amal Internasional 
dibawah Charities act sejak tahun 2010. 
Singapura sebagai pulau paling utara 
Kepulauan Riau memiliki banyak penduduk 
yang berasal atau masih memiliki hubungan 
dengan tradisi dan budaya melayu 
Kepulauan Riau. Di samping hubungan ini 
bisa bertujuan untuk memelihara 
keterpautan kultural dan historis ini, pada 
saat yang bersamaan juga diwujudkan dalam 
bentuk gerakan untuk membangun 
kemampuan masyarakat sebagaimana hal 
nya yang telah dimiliki oleh masyarakat 
dunia maju, yakni masyarakat yang inovatif 
sehingga masyarakat pesisir kepulauan Riau 
memiliki keterampilan yang bisa membuat 
mereka mampu mengendalikan kehidupan 
dan berdaya sehingga dapat menuju 
kesuksesan yang berkelanjutan.  
Sebagai organisasi sosial yang 
sifatnya lintas negara, maka misi sosial dari 
organisasi ini tentu dihadapkan pada sebuah 
konsekuensi logis berkaitan dengan izin 
operasional organisasi. Melalui keberadaan 
Yayasan Peduli Kepeulaun Riau sebagai 
yayasan lokal bentukan TIF menjadi tuan 
rumah bagi TIF. Yayasan Peduli Kpulauan 
Riau ini menjadi unit pelaksana dari project-
Project TIF di Bintan. Tidak ada yang illegal 
dari proses masuk maupun aktifitas dari 
lembaga ini. Yayasan Peduli Kepulauan Riau 
sebagai Tuan Rumah sekaligus Bentukan TIF 
memiliki perijinan legal selayaknya pendirian 
yayasan di Indonesia. Termasuk tentang 
Afiliasi nya dengan berbagai NGO 
Internasional yang menjadi Mitra dan 
berbagai Funding nya. 
Gagasan Sound Governance dari 
dimensi Proses menegaskan bahwa sebuah 
proses mengatur segala interaksi dari semua 
elemen atau stakeholder yang terlibat adalah 
sesungguhnya makna yang ingin dihasilkan 
oleh governance.  Dari semua lembaga 
internasional yang terlibat baik sebagai 
Donatur maupun sebagai mitra Project 
memiliki komitmen yang kuat untuk misi 
yang diusung oleh TIF. Tiga project utama 
yang menjadi misi TIF adalah: Education and 
Literacy Program; Village And Development 
Program dan Health And Nutrition. 
Segala aktifitas yang dilakukan selalu 
dijalankan dimulai oleh kerjasama tim yang 
solid. Setiap project yang akan dilakukan 
selalu diawali dengan desain yang terukur.  
1. Education and Literacy Program 
TIF memiliki posko yang 
berkedudukan di Kabupaten Bintan, 
tepatnya di Desa Teluk Bakau. Yayasan ini 
masuk atas dasar misi kepedulian dengan 
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fokus utama mereka pada aspek 
pendidikan bagi anak-anak pulau. NGO ini 
diterima oleh pemerintah daerah setempat 
dengan izin operasi yang jelas dan 
memiliki badan hukum yang terkonfirmasi. 
Relawan yang ada di yayasan ini selain 
berasal dari luar negari seperti Singapura, 
juga terlibat di dalamnya oleh masyarakat 
dan pemuda lokal sebagai relawannya.  
TIF memiliki visi untuk 
mengembangkan jaringan masyarakat 
pesisir Kepulauan Riau. Gerakan 
pemberdayaan yang menjadi core business 
dari TIF adalah pemberdayaan bidang 
pendidikan terutama bagi anak-anak 
dengan membuat learning center di titik-
titik yang menjadi wilayah project TIF. 
Pemerintah daerah tentu menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari gerakan-
gerakan pemberdayaan yang dilakukan oleh 
TIF. Koordinasi dan kerjasama program 
selalu terjalin dengan pemerintah daerah baik 
tingkat Kabupaten maupun Tingkat 
pemerintahan Desa Berakit. Misalnya untuk 
program TIF di bidang Education and 
Literacy  dalam program ini tidak hanya TIF 
dan berbagai lembaga mitranya yang berperan 
aktif. Melainkan juga mendapat support dan 
terjalin interaksi yang baik antara TIF dengan 
Pemerintah Daerah serta masyarakat 
setempat. 
Selama beroperasi di Kabupaten 
Bintan, TIF memprioritaskan intervensi 
pemberdayaan mereka pada kelompok 
masyarakat pesisir di area-area yang 
terpencil ataupun dan cenderung 
terabaikan. Selain Kampong Wisata 
Panglong, aktifitas pemberdayaan yang 
dilakukan TIF juga tersebar di beberapa 
kawasan lain seperti daerah Kelong yang 
merupakan kawasan pulau kecil dengan 
akses cukup terbatas, dan daerah lainnya 
seperti Gunung Kijang. Learning centre 
TIF tersebar di daerah-daerah tersebut dan 
semua itu atas dasar prakarsa bersama 
dengan masyarakat. Ini lah yang menjadi 
muatan dasar dari pemberdayaan yang 
partisipatif dan inovatif. 
2. Village And Development Program 
Disamping menyentuh sektor 
pendidikan, TIF juga memiliki komitmen 
yang tinggi untuk melakukan kegiatan 
pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal 
dengan pembetukan skill usaha ekonomi 
produktif. Bentuk puaya yang dilakukan 
diantaranya dengan jalan mengajarkan 
masyarakat untuk memanfaatkan bahan-
bahan sederhana seperti kertas tidak terpakai/ 
bekas ataupun sampah laut untuk diolah 
menjadi handycraft berupa berbagai macam 
benda seni. Fakta menarik yang menjadi 
temuan observasi kami (20 Mei 2017) TIF 
mendatangkan tamu yang terdiri dari siswa-
siswa sekolah internasional di Singapura ke 
kampung Wisata Panglong. Menariknya 
adalah. Kunjungan ini bukan sekadar 
kunjungan wisata, melainkan kunjungan yang 
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membawa misi pemberdayaan berupa soft 
skill. 
Kegiatan pengembangan kapasitas 
ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan 
adalah salah satu fokus dari project TIF. 
Masyarakat yang menjadi fokus utama 
mereka adalah kaum perempuan yang rata-
rata banyak memiliki waktu luang yang belum 
termanfaatkan secara produktif. Wanita-
wanita di kampung nelayan Panglong ini 
dikoordinir untuk dalam bentuk kelompok-
kelompok usaha bersama (KUBE). Program 
ini juga sinergi dengan program pemerintah 
daerah yang dimotori oleh Dinas Sosial 
Kabupaten Bintan. Pada awal 
pembentukannya terdapat lebih dari 22 KUBE 
yang bergerak dalam berbagai jenis usaha dan 
nama-nama KUBE tersebut terdata di Dinas 
Sosial. Kelompok ini mendapat guliran modal 
dari pemerintah. Sayangnya kelompok 
tersebut banyak yang tidak berhasil survive 
karena setelah menerima permodalan mereka 
berjalan  tanpa pendampingan untuk skill 
usaha yang memadai. Tersisa tiga KUBE 
yang masih aktif karena TIF mengubah gaya 
intervensi nya dengan menerapkan 
pendekatan yang berbeda dengan yang 
dilakukan pemerintah. Tantangan terbesar 
yang dihadapi TIF adalah menggiring pola 
fikir masyarakat tentang dinamika usaha. 
Masyarakat Panglong yang dengan 
karakteristik pesisir dengan mayoritas profesi 
mereka adalah nelayan, secara pola ekonomi 
mereka terbiasa dengan system yang sangat 
tradisional. Setelah mereka membawa hasil 
tanggapan dari laut mereka langsung terima 
uang dari toke atau menjualnya ke pasar. 
Tapi masyarakat mengaku mereka 
memang merasa banyak perubahan yang 
mereka dapatkan di kampung nya sejak 
kedatangan TIF. Secara ekonomi, mereka 
merasakan ada kesempatan lain selain hanya 
menunggu penghasilan suami mereka dari 
hasil melaut. Mereka mengaku sering 
mendapat pesanan kerajinan dari tamu-tamu 
Singapur. 
Gerakan pemberdayaan 
ekonomi produktif untuk 
masyarakat desa pesisir merupakan 
sasaran utama dari TIF dalam 
program Village and Develoment. 
Perbedaan subtansial dari paket 
program pemerintah dan 
pendekatan yang digunakan 
dengan TIF adalah pada dimensi 
komprehensif nya. TIF 
menekannkan pada substansi 
perubahan yang bisa diukur 
setekah masyarakat diberdayakan. 
Memberikan modeal dan 
melepaskan mereka/menyuruh 
mandiri sebelum mereka disiapkan 
untuk mandiri adalah usaha yang 
sia-sia untuk bisa mengharapkan 
dampak yang signifikan. 
 
3. Health And Nutrition 
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Program yang tidak kalah stategis 
yang menjadi project TIF adalah dalam 
bidang kesehatan dan gizi masyarakat. Aspek 
kesehatan dan ini disadari sebagai starting 
poin dari upaya memaksimalkan potensi 
manusia. Msyarakat yang sehat akan lebih 
mudah digerakkan untuk menuju 
kesejehteraan dibandingkan yang sakit. Untuk 
untuk kawasan Kampung Wisata Panglong, 
yang menjadi fokus utama TIF adalah 
penyediaan sumber air bersih dan sanitasi. 
Aktifitas dari TIF seperti yang 
dideskripsikan di atas merupakan sebuah 
cerminan bahwa program pembangunan 
kehidupan masyarakat tidak boleh sekedar 
formalitas melainkan harus secara 
substansial menghasilkan dampak 
perumbahan bagi target groupnya. Semua 
stakeholder yang terlibat perlu saling control 
secara positif agar selama pelaksanaan 
program-program pemberdayaan berjalan 
sekaligus berlangsung proses monitoring 
agar menghasilkan input yang positif 
sehingga kegagalan ataupun resiko terhadap 
program bisa dihindari. 
Sebagaimana konsep pemberdayaan 
yang disampaikan oleh Sumodiningrat 
(1999), bahwa pemberdayaan masyarakat 
merupakan upaya untuk memandirikan 
masyarakat lewat perwujudan potensi 
kemampuan yang mereka miliki. Dalam 
proses pemberdayaam masyarakat kampong 
panglong di Desa Berakit Kabupaten Bintan 
ini interaksi anatar masyarakat Kampung 
Panglong sebagai pihak yang diberdayakan 
dan TIF sebagai pihak yang menaruh 
kepedulian (yang memberdayakan) 
berlangsung sangat dinamis dan terbuka. 
Masyarakat tidak diperlakukan sebagi pihak 
yang pasif, diatur dan menerima saja apa yang 
akan dilakukan terhadap mereka, melainkan 
diransang untuk bisa aktif menunjukkan 
harapan mereka. Masyarakat diajak bersama-
sama memikirkan apa yang mareka mau dan 
bagaimana mewujudkannya.  
Pendekatan utama dalam konsep 
pemberdayaan adalah bahwa masyarakat 
tidak dijadikan objek dari berbagai proyek 
pembangunan, tetapi merupakan subjek dari 
upaya pembangunannya sendiri. Pendekatan 
yang idealnya dilaksanakan sebagaimana 
yang dikonstruksikan oleh Theresia, dkk, 
(2014), benar-benar sejalan dengan kondisi 
yang menjadi prhatian TIF dalam menyentuh 
masyarakat Panglong. Pertama, bahwa upaya 
pemberdayaan itu harus terarah. Sejauh ini 
yang dilakukan oleh TIF adalah mengonsep 
setiap project aan dilaksankan dengan 
perencanaan yang matang dan terukur 
berbasis masalah dan kebutuhan masyarakat 
karena hal ini sudah menjadi standarisasi 
yayasan dan sangat menentukan bagi 
kepercayaan dari para mitra yang akan 
menjadi funding  
Kedua Program ini harus langsung 
mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan 
oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Dalam 
hal ini TIF selalu berpegang pada prinsip 
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bahwa jika pemberdayaan dilakukan hanya 
atas keinginan pihak yang menaruh 
kepedulian, maka bersipalah untuk kecewa. 
komitmen ini lah yang membuat TIF selalu 
ingin membuat setiap komunitas yang 
diintervensi harus menjadi bagian utuh dan 
merasa memeliki sepenuhnya program 
tersebut. Dalam melaksanakan semua project 
nya ke masyarakat, baik dalam 
penyelenggaraan pendidikan dan learning 
centre, pembangunan shelter untuk sumber air 
bersih, pembinaan kelompok usaha, 
semuanya mengedepankan keterlibatan penuh 
masyarakat. TIF menegaskan bahwa kami 
tidak akan bangun kalau masyarakat tidak 
turut serta. TIF secara finansial tidak pernah 
membebani masyarakat akan tetapi yang 
diminta adalah spirit keterlibatan dalam 
program dengan rasa memiliki dipandang 
sebagai hal yang paling mendeterminasi 
pencapaian dari setiap project. 
Ketiga, Menggunakan pendekatan 
kelompok, karena secara sendiri-sendiri 
masyarakat miskin sulit dapat memecahkan 
masalah-masalah yang dihadapinya. Hal ini 
adalah kondisi yang secara otomatis menjadi 
value yang diwujudkan oleh TIF sebagai 
yayasan sosial. Program yang dilaksanakan 
oleh TIF selalu berbasis pada komunitas yang 
artinya eksekusinya selalu dilakukan dengan 
gerakan bersama dan kelompok.  
Segala hal yang sudah diupayakn 
oleh TIF dalam merealisasikan project 
pemberdayaan masyarakat pada dasarnya 
senada dengan filofosi permberdayaan yang 
pernah disampaikan oleh Ellerman (2001) 
bahwa memberdayakan itu adalah uapaya 
untun membantu orang sehingg dia bisa 
menolong dirinya sendiri (helping people to 
help themselves) TIF menegaskan bahwa 
mereka tidak akan selamanya berada di 
tengah-tengah masyarakat Kampung 
Panglong. Maka misi mereka di setiap 
projectnya adalah mempersipakan 
masyarakat untuk menjadi mandiri. Shelter 
sumber air bersih, Learning Centre, maupun 
kelompok usaha masyarakat harus 
dilanjutkan pengelolaannya oleh masyarakat 
setelah mereka siap dilepas. masa lima tahun 
untuk proses pembangunan kemandirian 
tersebut diyakini sebagai tempo yang 
rasional oleh TIF berdasarkan pengalaman 
selam ini. 
3.2.2. Sikap Pemerintah Kabupaten 
Bintan Terhadap Keterlibatan TIF 
Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
 
Kampong Wisata Panglong Desa 
Berakit Kabupaten Bintan yang saat ini 
menjadi main project dari TIF pada 
dasarnya merupakan kampung komunitas 
suku laut yang sudah berhasil dibina oleh 
pemerintah daerah melalui pemerintahan 
desa setempat. Mereka sekarang sudah 
menjadi kelompok masyarakat yang 
menetap dan hidup berbaur dengan 
masyarakat pada umumnya. Akses 
mereka terhadap ekonomi dan pendidikan 
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berlangsung bersama masyarakat lainnya 
tanpa ada lagi sikap canggung dan 
eksklusif. Masyarakat suku laut setempat 
juga sudah sangat terbuka dengan 
kedatangan masyarakat diluar 
komunitasnya. Anak-anak mereka 
banyak yang sudah mengakses 
pendidikan termasuk sampai level 
pendidikan tinggi. Capaian ini masih 
jarang terjadi pada komuitas suku laut 
yang tersebar di kawasan-kawasan pesisir 
lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. 
Perubahan pola pikir dan 
perkembangan sosial ekonomi dan 
kultural yang terjadi pada masyarakat 
suku laut di kampong wisata panglong 
adalah buah dari kerja keras pemerintah 
daerah setempat dalam membangun 
masyarakatnya. Namun, disamping itu 
pemerintah desa mengakui tidak bisa 
menampik bahwa perubahan tersebut 
juga merupakan dampak kontribusi besar 
dari kerja sosial dan berkelanjutan yang 
dilakukan oleh yayasan TIF di tempat 
tersebut. Pemerintah desa mengakui 
bahwa bahwa TIF satu-satunya NGO 
yang bersifat resmi dan semua izin serta 
pergerakannya diketahui oleh pemerintah 
daerah dan mendapat support dan 
apresiasi dari pemerintah Kabupaten 
Bintan khususnya sejak era Bupati  Bapak 
Ansar Ahmad. 
Kabupaten Bintan termasuk 
daerah yang sangat selektif dalam 
menerima izin pendirian atau pun izin 
aktivitas NGO di wilayahnya mengingat 
bahwa kerawanan yang dimiliki oleh 
daerah ini menjadi berlipat ganda 
dibandingkan daerah lainnya dikarenakan 
posisinya sebagai wilayah kepulauan dan 
perbatasan yang langsung terhubung 
dengan negara-negara tetangga. 
Pemerintah daerah sampai ke level 
pemerintah desa menyadari bahwa 
wilayah mereka sangat mudah dimasuki 
dari pintu mana saja secara illegal. 
Kehadiran NGO yang tidak jelas tujuan 
dan izin operasinya tidak akan mendapat 
tempat di wilayah ini. Pemerintah Desa 
menyatakan bahwa mereka beberapa kali 
menolak izin dari kelompok-kelompok 
yang mengaku asosiasi-asosiasi sosial 
yang tidak jelas tujuan kegiatannya. 
Pemerintah daerah khususnya 
pemerintahan Desa Berakit yang 
menaungi Kampong Wisata Panglong 
yang merupakan wilayah project operasi 
TIF menyatakan bahwa selama 
beroperasi, TIF sangat diterima baik oleh 
masyarakat. Masyarakat merasakan 
manfaat dan dampak dari keberadaan TIF 
di tengah-tengah mereka. Pemerintah 
desa juga menegaskan bahwa TIF tidak 
punya misi lain selain motif sosial, 
sehingga ini lah yang membuat tidak 
pernah terjadinya gesekan anatar TIF 
dengan masyarakat. Kekhawatiran 
pemerintahan desa tentang misi 
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keagamaan tertentu yang seringkali 
bersifat sensitif tidak ditemukan di NGO 
ini. Bahkan relawan yang berkecimpung 
dalam gerakan sosial yang dilakukan oleh 
TIF itu sendiri mempunyai latar belakang 
agama yang beragam. 
Tantangan untuk merespon 
kemajuan tidak selamanya mampu 
disikapi/direspon oleh masyarakat secara 
seragam. Hal ini berkaitan dengan 
kondisi ketidaksamaan kapasitas 
masyarakat, terlebih bagi kelompok yang 
kurang beruntuk. Kelompok yang kurang 
beruntung ini mayoritas masih berpusat 
di daerah-daerah terutama yang bercorak 
pertanian maupun pesisir. Keterbatasan 
kapasitas masyarakat ini menjadi masalah 
ketika juga dihadapkan pada keterbatasan 
kapasitas pemerintah untuk 
menyelesaikan problem masyarakat 
tersebut jika pemrintah bergerak sebagai 
agen tunggal. Maka solusi yang bisa 
diadaptasi diantaranya adalah 
sebagaimana pemikiran Bevir (2004:623) 
melalui sebuah statement konklusif 
dalam artikelnya berbunyi, 
“Governanance -whether it is taken to be 
a new phenomena or ubiquitous- refer to 
a pattern of public administration trough 
network”. Dengan demikian, jelas bahwa 
jaringan kerja sama adalah kekuatan 
utama dari governance itu sendiri. 
Keberadaan TIF di Kabupaten Bintan 
adalah sebuah potensi networking yang 
luar biasa yang harus bisa dirangkul dan 
dimanfaatkan pemerintah sebagai 
kekuatan penyangga dalam membangun 
kapasistas msyarakat tadi. 
Keberadaan TIF tidak selayaknya 
dipandang, tidak saja sebagai element 
governance (civil society) melainkan 
sebagai energy dalam dimensi sound 
governance yang semakin nyata. 
Kehadiran international actor seperti TIF 
dalam menyokong fungsi pemberdayaan 
masyarakat yang pada dasarnya tugas 
pemerintah, adalah bentuk nyata dari 
mulai nya interasi global dalam 
governance di Kabupaten Bintan. 
1. Dimensi Proses; 
Gagasan Governance di dalamnya 
berlangsung sebuah proses untuk mengatur 
segala interaksi  dari semua elemen atau 
stakeholder yang terlibat. Berkaitan dimensi 
ini, artinya pemerintah daerah Kabupaten 
Bintan sampai ke level pemerintahan Desa 
Berakit seharysnya menjadi leading sector 
dalam menatakelola mekanisme interaksi 
para stakeholder yang ingin terlibat dan 
seharusnya terlibat dalam pemberdayaan 
masyarakat. Konteks keterlibatan TIF 
sebagai  aktor internsional dalam 
peberdayaan masyarakat pesisir di 
Kampung Panglong berada dalam 
koordinasi pemerintah. Izin prosedural 
adalah sebuah keniscayaan dan memang 
menjadi hal yang dipatuhi selama ini oleh 
TIF. 
2. Dimensi Organisasi dan institusi 
Interaksi antar pemerintah 
dearah/Desa secea institusional adalah 
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sesuatu yang pasti haruis terjadi. Tanpa 
institusi tidak ada sound governance 
karena ia dihasilkan oleh istitusi yang 
bekinerja baik. Optimalisasi dalam 
capaian kinerja intitusi kelembagaan desa 
Berakit sebenarnya akan sangat mungkin 
bisa terwujud manakala TIF dengan 
pemerintah desa melebur batas-batas 
intsitusionalnya dalam hal sinergi peran. 
Dalam postur Anggaran Dana desa yang 
dirancang oleh Desa berakit terdapat 
alokasi yang cukup banyak dalam sektor 
pemberdayaan masyarakat. Artinya, ada 
banya agenda yang dimiliki oleh desa 
dalam bidang yang beririsan dengan 
agenda yang dimiliki oleh TIF. Hal ini 
seharusnya bisa mejadi potensi kolaborasi 
yang saling menunang untuk kesuksesan 
pemberdayaan secara lebih substantif. 
Table.4 Program dan Alokasi Dana 
Desa Untuk Progra Pemberdayaan 
Masyarakat Desa Berakit 
NO
. 
PROGRAM BASARAN 
ALOKASI 
DANA (RP) 
1. Pelayanan 
Kesehatan 
Mayarakat 
Rp.     
18.000.000 
2. Pelayanan 
pensisikan dan 
kebudayaan 
Rp.    
21.600.000 
3. Pengelolaan usaha 
produksi Pertanian 
untuk ketahanan 
pangan dan usaha 
pertanian 
Rp.   71. 
862.000 
4. Pendampingan 
Msyarakat Desa 
Rp.     
7.200.000 
yang 
Berkelanjutan  
5. Menyelenggaraka
n Kualitas dan 
Kapasitas SDM 
RP. 
652.884.259. 
TOTAL Rp.771.546.25
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Kesamaan fokus yang dimiliki oleh TIF dan 
pemerintahan desa berakit dalam 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia 
seharusnya bisa dikolaborasikan untuk 
bergerak bersama. Kondisi ini sejauh ini 
belum berlangsung dimana antara TIF dan 
Pemerintah Desa masih bergerak sendiri-
sendiri dengan pendekatan dan pola yang 
yang dipilih masing-masing. 
Dimensi sound governance yang 
harus diperkuat ke depannya adalah 
dimensi struktur serta konstitusi, agar 
program dan kegiatan yang disinergikan 
antara pemerintah desa dan TIF dapat 
terukur dan dipertanggungjawabkan 
sebagai bagian dari dimensi kebijakan. 
Nota kesepahaman sebagai dasar dalam 
kemitraan bukan hanya antar NGO 
dengan organisasi kemasyarakatan lokal, 
tetapi perlu melibatkan pemerintah 
sehingga akan terjadi inovasi kebijakan 
dan administrative. Selama ini kemitraan 
dalam lingkup sound governance yang 
terjadi di level internasional dan yang 
aktif adalah actor dari NGO dan yayasan 
yang bergerak dengan misi yang sama, 
dengan kehadiran pemerintah secara 
pasif. 
Aktor tertentu yang terlibat dalam 
proses pemberdayaan inilah yang 
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kemudian disebut dengan model elit. 
Masyarakat dilibatkan hanya saja di 
tingkat teknis bukan perencanaan. Teknis 
yang dimaksud ketika menghasilkan 
produk yang telah ditentukan, bahkan 
pemerintah desa dalam hal ini hanya 
berperan secara pasif dengan menerima 
izin atas berbagai kegiatan yang akan 
dilakukan. Seharusnya sudah menjadi 
keharusan, berbagai program dan 
kegiatan yang dilakukan dapat 
disinergikan dengan RPJMDes sehingga 
tujuan pembangunan dapat tercapai dan 
berkelanjutan. 
4. KESIMPULAN 
 
Proses masuknya aktor internasional 
(TheIsland Foundation) ke Kabupaten Bintan 
di identifikasi dalam hal ini NGO yaitu The 
Island Foundation adalah yayasan yang di 
dirikan dan berdomisili di Singapura yang 
telah menjadi Organisasi Amal Internasional 
dibawah Charities act sejak tahun 2010.  
Kehadiran NGO ini diterima dengan baik oleh 
pemerintah daerah karena memiliki core 
business dan badan hukum yang jelas serja 
berkoordinasi secara kooperatif dengan 
pemerintah lokal. Sementara di tengah-tengah 
masyarakat, kehadiran NGO ini dirasakan 
sangat bermanfaat dan berhasil menciptakan 
dampak bagi perkembangan sosial ekonomi 
masyarakat serta pemberdayaan pendidikan 
sektor informal. Beberapa bentuk 
pemberdayaan yang kami temukan di 
lapangan seperti Permberdayaan sektor 
pendidikan bagi anak-anak dengan pola 
pembelajaran kreatif dan berbasis minat dan 
bakat siswa kelompok belajar. (learning 
Center); Pemberdayaan Ekonomi Produktif 
berupa kelompok karajinan Handycraft; 
Pembangunan Sumber Air Bersih bagi 
masyarakat. Tiga kelompok besar projek TIF 
telah berjalan secara berkelanjutan di 
Kampung Panglong seperti: Education and 
Literacy Program; Village And Development 
Program; Health And Nutrition. 
Hal yang menjadi catatan penting 
dalam kajian ini adalah, sound governance 
dalam pemberdayaan masyarakat pesisisr di 
Kabupaten Bintan dengan keterlibatan NGO 
Asing belum menunjukkan kondisi yang 
balance. Pola kerja NGO yang terstruktur dan 
memiliki konsistensi tinggi terhadap seluruh 
program dan project nya tidak diimbangi oleh 
peran pemerintah daerah setempat. Suport 
yang diberikan, sebagian besar baru berada 
pada taraf formalitas seperti ijin dan 
koordinasi formal. Bukan kasi bersama yang 
solid dan berkelanjutan. Dengan kata lian, 
kemitraan yang terjalin baru sebatan 
kemitraan secara formal dalam hubungan 
kelembagaan. Sedangkan pada tataran 
subtansi, TIF jutru hanya dibiarkan berjalan 
sendiri. 
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